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Abstrak 
 

Artikel ini dilatarbelakangi melihat bahwa pesatnya pertumbuhan minimarket menjadi pesaing 
dari UMKM / pasar tradisional dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Kelengkapan 
kebutuhan dan kenyamanan dalam transaksi dianggap menjadi alasan utama masyarakat lebih 
banyak memilih untuk berbelanja di minimarket. Minimarket tumbuh pesat dan dapat di 
temukan di segala tempat membuat persaingan antara UMKM serta menimbulkan pro dan 
kontra. Oleh karena itu dibutuhkan kebijakan kemitraan agar UMKM bisa berkerja sama dengan 
minimarket sekitar agar perekonomian masyarakat bisa terus meningkat. Dalam artikel ini akan 
membahas bagaimana implementasi kebijakan kemitraan umkm dan minimarket berjalan. 
Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil pembahasan berisi 
dengan perkembangan umkm dan minimarket dalam meningkatkan perekonomian, kebijakan 
kemitraan umkm. Keberadaan minimarket bahkan bisa menjadi peluang Kemitraan antara 
UMKM dengan Toko berjejaring sesungguhnya amat luas dan banyak. Hampir setiap peraturan 
perundangan yang dibahas di muka mengamanatkan kemitraan sebagai solusi untuk 
mendorong perkembangan UMKM, Pasar Tradisional dan menangkal dampak negatif 
berkembang pesatnya toko berjejaring. 

Kata Kunci: Kebijakan, Perlindungan Pelaku Usaha Kecil, Kemitraan. 
 

Policy for Protection of Small Food Processed Business Groups Through 
the Alfamart and Indomart Partnership in the Lebak Regency Area 

 
Abstract 

 

The background of this article is to see that the rapid growth of minimarkets has become a competitor of MSMEs 

/ traditional markets in meeting people's needs. Completeness of needs and convenience in transactions is 

considered to be the main reason people prefer to shop at minimarkets. Minimarkets are growing rapidly and 

can be found in all places, creating competition between MSMEs and giving rise to pros and cons. Therefore, a 

partnership policy is needed so that MSMEs can work together with the surrounding minimarkets so that the 

community's economy can continue to increase. In this article we will discuss how the implementation of the 

MSME and minimarket partnership policy works. The research method uses a qualitative descriptive approach. 

The results of the discussion contain the development of MSMEs and minimarkets in improving the economy, 

MSME partnership policies. The existence of minimarkets can even be an opportunity for partnerships between 

MSMEs and networked shops which are actually very broad and numerous. Almost every law and regulation 
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discussed above mandates partnerships as a solution to encourage the development of MSMEs, Traditional 

Markets and counteract the negative impact of the rapid development of network stores. 

Keywords: Policy, Protection of Small Business Actors, Partnership. 

 

 

A. PENDAHULUAN 
Kompetisi dalam dunia perdagangan semakin 
menjadi terlebih saat ini perdagangan ritel 
diminati oleh pemodal besar dengan 
munculnya berbagai mini market diberbagai 
tempat bahkan sampai kedaerah- daerah 
(Warno, 2013; Rachman, 2018). Hal ini dapat 
dilihat pada tabel sebagai berikut: 

 

Gambar 1. Perkembangan Gerai Minimarket 
Sumber: Media Online, 2023 

Indomaret dan Alfamart adalah toko retail 
modern berukuran kecil atau minimarket yang 
sangat populer di Indonesia. Dua toko ini pun 
terus berekspansi setiap tahunnya.Pesatnya 
pertumbuhan minimarket tersebut memiliki 
dampak yaitu munculnya persaingan dengan 
pasar tradisional. Persaingan tersebut 
memunculkan permasalahan sebagaimana 
telah dilakukan beberapa penelitian oleh 
Utomo, 2011; Wulandari & Meydianawathi, 
2016; Apsari, Pascarani, & Winaya, 2017; 
Mahmudah Masyhuri, 2011; Mujahid, 2018; 
Astuti, Veronica Sri dan Septiandika, 2019 
adalah; (1) omset atau penjualan pasar 
tradisional salah satunya pedagang 
kelontongan semakin menurun sehingga 
menyebabkan kerugian. (2) berkurangnya 
pendapatan bagi pelaku usaha terutama bagi 

kelompok eceran yang menjual produk 
seragam seperti bahan baku. (3) terjadinya 
monopoli perdagangan, (4) Menumpuknya 
barang di gudang karena lambatnya perputaran 
arus penjualan, (5) penurunan jumlah pasar 
tradisional, (6) memarginalkan pasar 
tradisional. Hal ini sejalan dengan penelitian 
Hadif Nst (2018) yang mengatakan bahwa 
hadirnya alfamart dapat mengancam 
keberadaan pasar tradisional disebabkan 
produk yang dijual hampir sama dengan harga 
yang lebih murah serta adanya promo dan 
diskon yang menjadi daya tarik konsumen 
untuk lebih berbelanja di ritel modern tersebut. 
Bahkan Aryani (2011) dalam penelitiannya 
membandingkan sebelum dan sesudah 
kemunculan minimarket sangat berpengaruh 
terhadap pendapatan pedagang tradisional 
yang menurun semenjak munculnya 
minimarket. 

Dampak buruk yang ditimbulkan minimarket 
tersebut tidak menjadikan keberadaan mini 
market dihentikan begitu saja, hal ini 
disebabkan karena beberapa alasan bahwa mini 
market tetap eksis bahkan di negara seperti 
Amerika, dalam penelitian Todd (2006) 
mengatakan bahwa perusahaan ritel modern 
menyerap tenaga kerja paling banyak di 
Amerika jika dibandingkan dengan perusahaan 
lainnya. Kemudian Alexander et al, (2008); 
Mphela & Shunda, (2018); Lange et al, (2019); 
Peters et al. (2019) menambahkan bahwa 
pemerintah mendorong pendirian supermarket 
digunakan sebagai promosi makanan melalui 
supermarket. Di Indonesia minimarket juga 
memberikan pengaruh positif dalam 
peningkatan nilai ekonomis meliputi 
peningkatan harga tanah, tumbuhnya usaha-
usaha penduduk dan membuka lapangan 
pekerjaan (Sugara, 2018). Dari prespektif upaya 
pemenuhan kebutuhan masyarakat 
minimarket dipandang positif sebagai 
penyedia barang-barang bermutu dan 
memberikan jaminan kepercayaan dilihat dari 
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kualitas, kuantitas dan informasi produk 
(Kusumawati, 2013). Selain itu, munculnya 
minimarket seperti Indomart dan Alfamart 
tidak sepenuhnya memberikan dampak buruk 
terutama bagi pelaku UMKM, karena hal ini 
akan menjadi peluang  untuk bermitra. 
Kemitraan  yang dapat dilaksanakan meliputi; 
(1) memasarkan barang produk UMKM yang 
dikemas atau dikemas ulang dengan merek 
pemilik barang, merek toko modern atau merek 
lain yang disepakati dalam rangka 
meningkatkan jual barang, (2) memasarkan 
produk hasil UMKM melalui etalase atau outlet 
pada minimarket (Kurniawan, 2019). 

Melihat posisi tersebut maka pemerintah harus 
melakukan upaya agar keberadaan mini 
market dapat memberikan manfaat bagi 
ekonomi lokal, mengutip pendapat 
Pesmazoglu (1967) mengatakan bahwa Negara 
harus menjadi kunci mengendalikan pasar 
modern dalam menghindari monopoli pada 
perusahaan modern dengan cara pembentukan 
undang-undang, kemudian Erie et al. (2010), 
Beynon et al. (2020) menambahkan bahwa 
pemerintah perlu menginisiasi kemitraan 
sebagai promosi produk lokal. Berdasarkan 
pendapat tersebut pemerintah Indonesia 
membuat regulasi yang diatur dalam Peraturan 
Menteri Perdagangan Republik Indonesia 
Nomor: 53/M-DAG/PER/12/2008 Tentang 
Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar 
Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko 
Modern pada ayat (1) point e, menyebutkan 
perlunya kemitraan  dengan UMKM lokal. 

Selain itu, Undang–Undang Nomor 20 Tahun 
2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan 
Menengah, Toko modern dan pasar tradisional 
pada Pasal 11 huruf a, b, c dan d menyebutkan 
bahwa pasar modern seharusnya menjalin 
kerjasama kegiatan usaha dalam bentuk 
kemitraan antar usaha mikro, kecil, menengah 
dan usaha besar serta mendorong terjadinya 
hubungan transaksi usaha saling 
menguntungkan antara usaha mikro, kecil 
menengah dan besar. Mengingat UMKM 
berperan sangat penting bagi pertumbuhan 
ekonomi suatu daerah (Indriyaningrum, 2008; 
Chrismardani, 2014) namun UMKM memiliki 
kelemahan dalam hal pembiyaan, pelatihan, 

kurangnya sumber daya, akses keuangan serta 
pemasaran (Chawinga & Chipeta, 2017) 
tentunya sangat tepat jika menerapkan 
kemitraan, sebagaimana dikutip oleh (Osborne, 
2008) menyebutkan bahwa kemitraan menjadi 
jembatan bagi pelaku usaha yang memiliki 
keterbatasan sumber daya dan menjadi dasar 
kajian penelitian dilakukan di negara- negara 
berkembang (Chiware & Dick, 2008). Kajian 
UMKM Di Indonesia memiliki relevansi sangat 
kuat dengan minimarket. Hal ini dapat dilihat 
pada hasil olah artikel dengan menggunakan 
vosviewer sebagai berikut: 

Gambar 2. Posisi penelitian Kemitraan 
Minimarket dengan UMKM 
Sumber: Data diolah, 2020 

Berdasarkan gambar tersebut dapat dilihat 
bahwa kajian yang paling banyak diteliti 
adalah tentang UMKM dan memiliki relevansi 
dengan penelitian tentang mini market, namun 
posisi tersebut belum dijelaskan secara spesifik 
keterhubungan dengan konsep kemitraan 
UMKM dan Minimarket sehingga hal ini 
menjadi ketertarikan peneliti untuk meneliti 
keterhubungan bahwa pentingnya kemitraan 
(Carroll et al., 2005). 

B. PEMBAHASAN 

Pada akhir tahun 2007 pemerintah melakukan 
intervensi kebijakan melalui Peraturan 
Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang 
Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, 
Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Pasal 3 
ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 
2007 menyebutkan, bahwa lokasi pendirian 
toko modern wajib mengacu pada Rencana 
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Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, dan 
Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota, 
termasuk peraturan zonasinya (Rachman, 
2018). Dalam pasal 7 tentang kemitraan usaha 
disebutkan bahwa Minimarket wajib 
melaksanakan kemitraan dengan UMKM 
khususnya pedagang kecil eceran sampai 
dengan radius 100 m dalam bentuk: 1) 
Memasarkan barang produksi UMKM yang 
dikemas atau dikemas ulang (repackaging) 
dengan  merek  pemilik barang, minimarket 
atau merek lain yang disepakati dalam rangka 
meningkatkan nilai jual barang; 2) 
Menyediakan ruang usaha dalam areal 
minimarket untuk usaha kecil/pedagang 
informal; 3) Pendampingan langsung 
manajemen maupun bantuan sarana usaha bagi 
pedagang kecil eceran seperti rombong, rak, 
atau etalase; 4) Menjadi pemasok barang 
dagangan bagi pedagang kecil yang ada 
sekitarnya; 5) Mengutamakan penggunaan 
tenaga kerja setempat. Dalam hal minimarket 
menjadai pemasok barang dagangan 
sebagaimana dimaksud, harga barang 
dagangan yang dijual di minimarket tidak 
boleh lebih rendah atau sama dengan harga 
barang yang dipasok ke pedagang kecil 
(Rachmaya & Negara, 2011). 

 

Gambar 3. Koding Hasil Wawancara 

Sumber: Hasil Wawancara, 2023 

Indonesia telah memiliki payung hukum 
sebagai regulasi kebijakan, hal ini sesuai 
dengan Kebijakan diperlukan untuk 
pengembangan perusahaan (Metaxas & 
Duquenne, 2015). Berdasarkan hasil penelitian 
sebelumnya yang dilakukan oleh Quinn, Dunn, 
McAdam, McKitterick, & Patterson (2014) studi 
kasus di irlandia secara teoritik dan praktik 
kebijakan digunakan program dukungan 
pangan untuk usaha kecil (mikro) makanan 
dan dampaknya terhadap pengembangan dan 
inovasi bisnis. implementasi program 
kemitraan publik/swasta dapat 
memungkinkan usaha mikro untuk 
mendapatkan manfaat dari bantuan 
Pemerintah secara kolektif. Kebijakan 
pemerintah dapat memiliki pengaruh besar 
pada jenis dan kualitas bisnis yang dibuat di 
suatu negara atau wilayah (Smallbone & 
Welter, 2010). Telah dikemukakan bahwa 
kebijakan usaha kecil harus dirancang untuk 
membantu perusahaan kecil dalam mengatasi 
hambatan pertumbuhan (Crichton, 2007; 
Kaikkonen, 2006) dan kemampuan untuk 
berinovasi singkatnya, untuk membantu 
meningkatkan daya saing regional (Bennett, 
2008). Berdasarkan analisis telaah dokumen 
kebijakan dan hasil wawancara dapat 
digambarkan sebagai berikut: 

Berdasarkan hasil pengumpulan data baik data 
primer dan data sekunder terdapat beberapa 
temuan, yakni: Kebijakan melalui Kemitraan 
usaha mampu meningkatkan Perekonomian 
daerah. Hal ini menunjukan bahwa Perusahaan 
bertujuan untuk memperoleh keuntungan 
sebesar-besarnya dengan jalan yaitu menjual 
produknya sebanyak-banyaknya, saat ini 
berkembang outlet-outlet minimarket bahkan 
sampai kepelosok, hal itu sebenarnya tidak 
menjadi masalah namun karena otlet tadi 
merupakan persahaan yang sama sehingga 
perlu ada aturan untuk menjaga kemaslahatan 
masyarakat yaitu perusahaan bisa mendapat 
keuntungan dan masyarakat lain seperti 
pemilik toko dan pedagang tradisional tidak 
mati (Warno, 2013). Kehadiran toko  modern  
ini  justru  memberikan  motivasi kepada 
UMKM untuk dapat berbenah dan 
mengevaluasi diri  dari  toko  modern.  
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Kemitraan  yang dijalin oleh UMKM  dengan  
toko  modern  adalah  penggunaan  lokasi  
usaha  yang  disediakan  oleh toko modern, 
kerjasama perdagangan produk lokal dan 
selain itu keberadaan minimarket ini juga 
memiliki dampak ekonomi seperti peluang 
dalam penyerapan tenaga kerja, pelaksanaan 
Corporate Social Responsibility (CSR). 

C. PENUTUP DAN REKOMENDASI 

Peluang Kemitraan antara UMKM dengan 
Toko berjejaring sesungguhnya amat luas dan 
banyak. Hampir setiap peraturan perundangan 
yang dibahas di muka mengamanatkan 
kemitraan sebagai solusi untuk mendorong 
perkembangan UMKM, Pasar Tradisional dan 
menangkal dampak negatif berkembang 
pesatnya toko berjejaring. Berbagai pembatasan 
yang dilakukan Pemerintah terhadap Toko 
berjejaring pada ujungnya juga selalu 
menyodorkan kemitraan sebagai jalan 
tengahnya. Adapun beberapa saran yang 
disampaikan dalam hal ini yakni: 

1) Bagi Lembaga Legislatif dan kepala 
daerah, dalam hal ini komisi yang 
menanungi kerjasama, penguatan ekonomi 
UMKM untuk melakukan komunikasi 
secara kontinu baik kepada pelaku usaha  
maupun dengan pemerintah daerah, selain 
itu diperlukan pengawasan terhadap 
pelaksanaan peraturan daerah yang berisi 
bahwa perusahaan wajib bermitra, 
sehingga keberadaan perusahaan besar 
dalam hal ini minimarket benar-benar 
memiliki manfaat bagi ekonomi lokal 
Kabupaten Lebak. 

2) Bagi Organisasi Perangkat daerah, untuk 
mensinergikan program pemerintah baik 
sosialisasi, penyuluhan, fasilitasi serta 
informasi yang diberikan dilakukan secara 
merata, mengingat wilayah Kabupaten 
Lebak yang luas sehingga dapat terjangkau 
dan dapat diterima dengan baik. 

3) Bagi Minimarket, kolaborasi yang sudah 
berjalan untuk dilakukan secara 
kontinuitas dan bentuk kepedulian sosial 
diberikan sesuai dengan kebutuhan pelaku 
Usaha salah satunya melakukan 

pendampingan terutama bagi pelaku 
usaha yang belum memahami bagaimana 
UMKM dapat bermitra dengan 
minimarket. 

4) Bagi Pelaku usaha, untuk minimarket 
untuk memberikan komunikasi yakni 
laporan kepada pemerintah baik kepada 
lembaga legislative, Dinas UMKM, Dinas 
perdagangan, dan dinas terkait mengena 
kendala atau progress pelaksanaan 
kemitraan dengan UMKM agar selalu 
mendapat fasilitasi, pendampingan dari 
pemerintah sehingga kerjasama usaha 
tetap berjalan dan berkesinambungan. 

5) Optimalisasi penggunaan website pada 
setiap organisasi perangkat daerah, dan 
pembuatan website khusus kemitraan 
minimarket dan UMKM yang berisi 
informasi keberadaan minimarket, syarat- 
syarat untuk bermitra, minimarket yang 
membuka kemitraan, dan adanya kolom 
untuk pengaduan yang transparan dan 
akuntabel.  
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